PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JI, K11 Wahld Hasylm No. A 7L Sel Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 457295}

KEPUTUBAN QUDERNUR BUMATERA UTARA
NOMOR : 421.8/ 40Y /D18 PM PPTSP/6/111/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN 1ZIN)

GQUDBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca : 1. asumt Kepnln Sckolah SMK Swnatn Budhi Darma tanggal 26 Pebruari
2020 Perihal Permohonan Perpanjnngan ljin Operasional Sekolah yang
diterimn padn tanggal 27 Februnri 2020;
2. berita ncara verifikasi lapangan dan instrumen verifikasi permohonan
penyesuninn Izin Operasional Sckolah SMK Swasta Budhi Darma
Indrapura.

Menimbang 2 Surant Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503 /4459 tanggal 26
April 2019 tentang lzZn Operasional Satuan Pendidikan Formal
{Sckolah Menengnh Atas, Sckolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar
Binsa)

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negarm Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

3. Pematuran Pemerintah Nomor 17 Tohun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyclenggarnan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendinian dari
Pemerintah (Lembaran Negama Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Pernturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembarmn Negara Republik Indenesin
Tahun 2015 Nomor 45);

5. Permturan Pemerintnh Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Penizinan Berusaha Terintegrasi Secarn Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Pemturan Menteri Pendidikan dan Kebudaynan Republik Indonesin
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirion, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menenganh (Berita Negam
Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 607);

7. Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perininan Berusaha Terintegrusi Secam
Elektronik Sektar Pendidikan dan Kebudayann (Beritn Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

8. Peruturan Daernh Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangknt Dacrah Provinai Sumatera
Utnra (Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Utara Toahun 2016 Nomer
6, Tambahan Lembarmn Daeruh Provinsi Sumatern Utarm Nomor 32);

9. Peraturun Gubernur Sumatera Utarn Nomor 66 Tuhun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinns Penanaman Modal dan Pelaynnan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumutera Utara [Berita Daerah Provinsi Sumatern
Utara Tahun 2017 Nomor 66);

10. Peraturan Qubermur Sumatera Utara Nomor 3 Tuhun 2019 tentang
Tugns, FPungsi, Urnion Tugus dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatern Utara (Berita Dacrah Provinasi Sumatera Utam
Tahun 2019 Nomor J).
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN
OPERASIONAL (PENYESUAIAN)

Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Budhi Darma Indrapura
2. NIB : 0220205231146
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Budhi Darma Indrapura
4. Alamat : Jl. Datuk Umar Palangki
Desa Tanah Merah, Kec. Air Putih
Kab. Batubarm
5. Bidang Keahlian 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Program Keahlian 1. Teknologi Konstruksi dan Properti
g 2. Tcknik Ketenagalistrikan
3. Teknik Mesin
4, Tecknik Otomotifl
5. Teknik Elektronika
6. Tcknik Komputer dan Informatika
7. Kompetensi Keahlian l. Desain Pemodelan dan Informa:
Bangunan
2. Teknik Instalasi Tennga Listrik
3. Teknik Pemesinan
4. Teknik Kendaraan Ringan Otomatif
5. Tcknik Elcktronika Industri
6. Teknik Komputer dan Janngan
KEDUA : lzin Operasional sebagnimann dimaksud pada diktum KESATU merupakan
legalitas Opernsional Sekolah.
KETIGA : Sckolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mcmeclihara mutu pendidikan sesuni dengan ketentuan kurikulum

yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan
kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dinlihkan kepada Yayasan/
Penyclenggara Sckolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
. dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya nkan dilakukan perbaikan
| sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : |4 Maret 2020
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Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utnm, f
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran; [
3. Pertinggnl.
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